LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.76, 2014 IPTEK. Perpustakaan. Koleksi. Naskah.
Penyelenggaraan. Pelaksanaan. (Penjelasan
Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5531)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007
TENTANG PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2),
Pasal 7 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (5), Pasal
47, Pasal 51 ayat (7), dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan,;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4774);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG
PERPUSTAKAAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya
cetak, dan/atau karya rekam, secara profesional dengan sistem yang
baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian,
informasi, dan rekreasi para pemustaka.

Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan,
dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja
sama dengan semua pihak terkait.

Akreditasi adalah rangkaian kegiatan proses pengakuan formal oleh
lembaga akreditasi yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah
memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.

Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang
digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan
pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemangku Kepentingan Perpustakaan adalah pihak-pihak yang
terlibat dan terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam
penyelenggaraan perpustakaan.

Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau
tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri
maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh)
tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional,
sejarah, dan ilmu pengetahuan.

Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan
yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan
rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian,
perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta
berkedudukan di ibukota negara.

Perpustakaan Provinsi adalah perpustakaan daerah yang berfungsi
sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan
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deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang
berkedudukan di ibukota provinsi.

Perpustakaan Kabupaten/Kota adalah perpustakaan daerah yang
berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan,
perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang
berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang
merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber
belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang
berkedudukan di perguruan tinggi.

Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah  perpustakaan yang
merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi
sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan
pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.

Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang
berdomisili di suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan
dalam bidang perpustakaan.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden  Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang
diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan
serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan
pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pendidikan.

BAB Il
PENDAFTARAN NASKAH KUNO

Pasal 2

Masyarakat wajib mendaftarkan naskah kuno yang dimiliki ke
Perpustakaan Nasional.

Pendaftaran naskah kuno dilakukan dalam rangka inventarisasi
untuk kepentingan penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan
pemanfaatan.
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(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
a. secara langsung kepada Perpustakaan Nasional; atau

b. secara berjenjang melalui perpustakaan kabupaten/kota
dan/atau perpustakaan provinsi.

(4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara
tertulis dengan dilengkapi data pendaftaran yang memuat paling
sedikit:

a. identitas pemilik;
b. riwayat pemilikan naskah kuno; dan
c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno.

(5) Data pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi
oleh Perpustakaan Nasional.

Pasal 3

(1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (5), Kepala Perpustakaan Nasional menerima atau menolak
pendaftaran naskah kuno.

(2) Dalam hal Kepala Perpustakaan Nasional menerima pendaftaran
naskah kuno, pendaftar diberikan surat bukti pendaftaran.

(3) Dalam hal Kepala Perpustakaan Nasional menolak pendaftaran
naskah kuno, pendaftar memperoleh surat pemberitahuan penolakan.

Pasal 4

(1) Surat bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2) tidak berlaku jika kepemilikan naskah kuno dialihkan kepada
pihak lain.

(2) Dalam hal naskah kuno akan dialihkan kepemilikannya, pemilik
naskah kuno wajib melaporkan rencana pengalihan kepemilikan
kepada Perpustakaan Nasional.

Pasal 5

Proses pendaftaran naskah kuno diselesaikan dalam waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan pendaftaran
diterima.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran naskah kuno diatur dengan
Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.
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BAB 111
PENGHARGAAN NASKAH KUNO

Pasal 7

(1) Masyarakat yang berjasa menyimpan, merawat, dan melestarikan
naskah kuno yang dimiliki serta mendaftarkannya berhak mendapat
penghargaan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
piagam dan/atau bantuan biaya pemeliharaan.

(3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan yang dilakukan
oleh Perpustakaan Nasional.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan bentuk
penghargaan naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur
dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.

BAB IV
STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

(1) Kepala Perpustakaan Nasional mengembangkan dan menetapkan
Standar Nasional Perpustakaan.

(2) Setiap penyelenggara perpustakaan wajib berpedoman pada Standar
Nasional Perpustakaan.

(3) Standar Nasional Perpustakaan terdiri atas:

a. standar koleksi perpustakaan;

b. standar sarana dan prasarana;

c. standar pelayanan perpustakaan;
d. standar tenaga perpustakaan;

e. standar penyelenggaraan; dan

_—h

standar pengelolaan.
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